Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pinjaman luar negeri sebagal salah-satu sumber pendanaan bagi
pembangunan daerah : Kajian terhadap berbagai ketentuan pemerintah
dalam meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah lewat dana
pinjaman

Irvan Fachrizal, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 7id=71097& |okasi=lokal

Hampir sepanjang PJP | hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan
Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinyakrisis ekonomi yang melanda
Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997
telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah
menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga
roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan
Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian
berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi.

Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesiatelah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang.
Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah
satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah
dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenal
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola
kebijakan dan peta penyel enggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai
membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya
memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar,
sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat
ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata
anggaran belanja daerah.

Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk
mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan
UU No. 25 tahun 1999.

Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah
telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
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yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah
daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun
1999 berfungsi sebagal petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman.

Bilamembacais dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu
pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesisini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No.
107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh
pinjaman luar negri.

Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi
pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan
diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah
harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU
No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan
sebagal penggantinya dial okasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokas Khusus (OAK).

Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan
mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah dilndonesia berbeda-beda.

Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi
daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah
tersebut dapat 1ebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan
pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di
samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107
tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur
persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan
Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi
ketentuan .

Tesisini sebenamya bertujuan untuk melihat sgfauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman
baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata
prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik
ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh
pinjaman luar negeri.

Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih
sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar
negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya



dicoba dijelaskan dalam tesisini.



